
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ten tang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Daerah Tingkat I Ball, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repubhk
lndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655),

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Pubhk ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Pubhk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5038);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lombok Tengah tentang Pelayanan Penzinan dan
Nonperizinan Secara Elektronik [Onlme},

b. bahwa dalam rangka memberikan akses yang lebih luas
serta meningkatkan pelayanan perizman dan nonperizman
kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, efisien,
transparan, dan akuntabel, perlu menerapkan pelayanan
perizman dan nonperizman secara elektromk (onlme):

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,
menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan penzman
dan nonpenzinan daerah oleh Pelayanan Terpadu Satu
Pmtu menggunakan Pelayanan Secara Elektrornk:

Mengingat

Menrmbang

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK
(ONLINE) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

TENTANG

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR j..'_ TAHUN 2019

BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten LombokTengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lombok Tengah dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati LombokTengah.

BABI

KETENTUAN UMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA
ELEKTRONIK (ONLINE) PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5578) sebagairnana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran
Daerah Kabupaten LombokTengah Tahun 2014 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Penzrnan
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2015 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah
Kabupaten LombokTengah Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Orgamsasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

10. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizrnan dan
Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayan Terpadu Satu Pmtu Kabupaten Lombok Tengah
(Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018
Nomor 54)



\

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pmtu Kabupaten Lombok Tengah.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pmtu.

6. Pelayanan Terpadu Satu Pmtu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
kegiatan pelaksanaan suatu penzman dan non perizinan yang mendapat
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang
memihki kewenangan perizman dan non perizman, yang proses
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
terbitnya dokumen, yang dilakukan dengan satu tempat.

7. Perizman adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha
yang dimaksudkan untuk pembmaan, pengaturan, pengendahan dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasihtas tertentu guna melmdungi
kepentmgan umum dan menjaga kelestanan lingkungan

8. Non Perizman adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilrtas, fiskal
dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

9. Izm adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala DPMPTSP
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan
bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau
badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

10. Pelayanan perizinan secara elektroruk (online)adalah pelayanan pendaftaran
permohonan izin sampai dengan penerbrtan izin melalui saran a elektroruk.

11. Pelayanan nonperizinan secara elektrornk (onlme) adalah pelayanan
penyediaan data dan informasi yang terkait dengan pelayanan penzman.

12. Pejabat adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan
persetujuan pemberian izin

13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektroruk
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memihki
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahammya

14. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektroruk yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dihhat,
ditampilkan, dan Iatau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektroruk,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tuhsan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto atau sejernsnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, srmbol
atau perforasi yang memiliki makna atau arb atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya.

15. Tandatangan elektrornk adalah tandatangan yang terdm atas mformasi
elektroruk yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan mformasi
elektrornk lamnya yang digunakan sebagai alat verifikasidan autentifikasi.

16. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektromk
yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganahsis,



a. perizinan dan nonperizinan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan,

(3) Subsistem pelayanan penzman dan nonperizman sebagarmana drmaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas sistem elektromk yang menyediakan
layanan:

g data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan non
perizman.

f. pelayanan mformasi pubhk kepada masyarakat; dan

e. peraturan perundang-undangan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d tata cara layanan pengaduan perizinan dan nonperizinan;

b. jerus, persyaratan tekrns, mekarusme penelusuran POS1Sldokumen pada
setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;

a. panduan penzman dan nonperizman;

(2) Subsistem Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a
menyediakan jenis mformasi terdiri atas.

c. subsistern pendukung

b. subsistem pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan

a. subsistem pelayanan informasi;

(1) Ruang Imgkup pelayanan perizman dan nonperizinan secara elektromk
(onJUne)terdiriatas:

Pasa14

Peraturan Bupati irn bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pelayanan
perizinan dan nonpenzman secara elektromk (onlme) serta membenkan akses
yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan penzinan dan
nonperizman yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel

Pasa13

Peraturan Bupati 1n1 drmaksudkan untuk membenkan pedoman dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu secara elektroruk [online] di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu Kabupaten Lombok
Tengah.

Pasa12

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

menyimpan, menarnpilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau
menyebarkan Informasi Elektroruk



(3) Pelayanan perizinan dan nonperizman sebagairnana drmaksud dalam Pasal 4
ayat (3) dan Subsistem Pendukung sebagaunana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (4)dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses

(2) Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat
diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses

(1)Pelayanan penzman dan nonperizman secara elektrornk (online)dapat diakses
dengan menggunakan hak akses.

Pasal6

Bagian Kedua

Hak Akses

(2)Dalam melaksanakan pelayanan perizman dan nonperizinan secara elektronik
(online) sebagaimana drmaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama
dengan Perangkat Daerah terkait.

(1) Penyelenggaraan pelayanan penzman dan nonperizinan secara elektrornk
(online)dilaksanakan oleh Dinas

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal5

BABIII

TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

SECARA ELEKTRONIK (ONLINE)

g. cadangan (back up) sistem elektroruk dan baSISdata secara berkala; dan

f. pelaporan perkernbangan penerbitan izin dan nonizin;

e. pelayanan konsultasi,

d bantuan permasalahan aphkasi (help desk) untuk petugas pelayanan;

c. pengaturan keamanan mformasi dan jaringan elektromk;

b. pengaturan administrasi basis data (database),

a. pengaturan adrmmstrasi janngan elektroruk;

c. penerbitan dokumen izm dan nornzm dapat berwujud kertas yang
ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara
elektromk yang rnemiliki tanda tangan elektrornk.

(4) Subsistem pendukung sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
atas sis tern elektronik:

b. penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonpenzman (Onlme
Tracking System); dan



(3) Dokumen elektrornk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai
kekuatan hukum yang sarna sebagaimana dokumen fisik.

(4) Dasar hukum, persyaratan dan mekarusme pelayanan penzman dan non
perizman secara elektronik (online) adalah sebagaimana tercantum dalarn
larnpiran peraturan bupati mi.

(2) Pemohon yang melakukan permohonan penzman sebagaunana dimaksud
pada ayat (1) bertanggungjawab atas kebenaran dokumen elektroruk yang
diajukan.

(1) Pemohon yang telah memiliki hak akses dapat mengajukan permohonan
penzman secara elektronik (onhne) pada portal Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan secara Elektromk (online) dengan mengunggah dokumen
dokumen elektronik yang dipersyaratkan sesuai prosedur yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal9

Pelayanan Perizinan Secara Elektronik (Online)

Bagian Keempat

(1) Setiap orang darr/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha dan
atau kegiatan di Daerah dapat menggunakan pelayanan penzman secara
elektronik (onlme)dengan menggunakan hak akses.

(2) Setiap orang dan Zatau badan hukum dapat memanfaatkan pelayanan
nonperizinan untuk mendapatkan data dan informasi terkait pelayanan
perizman secara elektromk (online]tanpa menggunakan hak akses

Pasa18

Pemohon

Bagian Ketiga

(2) Penyalahgunaan dan/ atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain
menjadi tanggung jawab perruhkhak akses.

(I) Pemilik hak akses sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (4), wajib
menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang
dimilIk1nya

Pasa17

(5) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan oleh KepalaDPMPTSPdalam bentuk petunjuk tekrns.

(4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibenkan kepada Kepala
Dinas, petugas pelayanan, pemohon perizman dan nonperizinan, dan
pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan



(2) Standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan nonperizman yang
diselenggarakan oleh Dmas, wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati mi
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkan

(1) Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsmya
pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektromk (onlme}, maka
pelayanan perizman dilakukan secara manual (offline].

BABIV

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasa113

(2) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan
transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.

(1) Dokumen elektroruk dan transaksi elektronik yang dibubuhi tanda tangan
digital memihki kekuatan hukum yang sah.

Pasa112

c Segala perubahan terhadap tanda terdapat cara tertentu untuk menunjukkan
bahwa penandatangan telah membenkan persetujuan terhadap informasi
elektrornk yang terkait.

b. Data pembuatan tanda tangan elektromk pada saat proses penandatanganan
elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan,

a. Data pembuatan tanda tangan elektromk terkait hanya kepada
penandatangan;

Tanda tangan elektroruk merruhki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah
selama memenuhi persyaratan meliputi.

Bagian Kelima

Tanda Tangan Elektronik

Pasa111

(2) Tata cara pembayaran, besaran tarif retribusi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(1) Terhadap izin yang dikenakan retnbusi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) dapat diberikan dalarn bentuk dokumen elektroruk atau dalarn
bentuk surat.

Pasal10

Bagian Keempat

Pembayaran Retribusi



H. NURSIAH

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 2019

Ditetapkan di Praya,

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasa114

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahumya, memermtahlan pengundangan Peratuaran
Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Lombok
Tengah.



H. NURSIAH

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

01undangkan di Praya
pada tanggal, 2019

Pada tanggal

Di tetapkan di Praya,

BABIV

KETENTUANPENUTUP

Pasal14

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahumya, memermtahlan pengundangan Peratuaran
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Kabupaten Lombok
Tengah.
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